
"."f,YI.1:',LTm?sil"o*PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAN'A TORA.'A
NOMOR 2 TAHUN 2ot8

TENTANG
PBRUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANGTATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PEiN*T'XA' DAN PEMBERHENTIAN

KEPALA LEMBANG

Menimbang

Me ngingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANATORAJA,

: a.. bahw-a untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstituaidalam perkara Nomor l2glpuu-xll /2ols, ketentuan pasar 33huruf g Undang-Undang Nomor O iahun 2O14 tentang Desadinyatakan bertent
Repubrik,.,oo,,.",^Tuffi,oilif.f iffi HlTffi }ilff :illhukum mengikat sehingga berimplikasi hukurn darampenyelenggaraan pemilihan kepaia iembang;

b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturanperundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Lembang maka peraturan Daerah KabupatenTana Toraja Nomor 1 Tahun 20 1S tentang Tata CaraPencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepalai,embang perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da_lam huruf a dan huruf b, periu menetapkan peraturan DaerahKabupaten Tana Toraja tentang p"rubaha' Atas peraturan
Daerah Nomor I Tahun 20 l S tentang Tata Cara pencalonan,
Pemilihan, pelantikal dan pemberhentiL Xepala Lembang;

1 Pasal r 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undalg Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (l,embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor I822);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentaag pembentukan
Peraturan perundang_undangan (Lembaran Negara RepublikInonesia Tahun 2011 Nomor g2, iambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahankmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tamhahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagloimana telah diubeh beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang
Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan l-mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Perahrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Pemcrintah
Nomor 47 Tahun 2O15 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Ta-hun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

57l7\;
7. Peratrrrarr Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Ta-hun 2014 tcntang

Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Pirahran
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pernilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

8. Peraturan Meoteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2O15 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 4); sebagaimana telah
diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 66
Tahun 2O17 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O16 Nomor 1O37);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013
tent lrg Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan l.embang
dalam Kabupaten Tana Toraja (l,cmbaran Daerah Kabupaten
Tala'Ioraja Ta-hun 2O13 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nonror Nomor 1

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pernberhentian Kepala lembang (Lcmbaran
Daerah Kabupaterr Tana Toraja Ta.l.r:n 20t5 Nomor 01,
Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor O7);
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12. Peraturan Daerah lkbupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun
2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah(kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun i0l6 No*o.
10, Tambahan Lembaral Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor
19 )i

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAJ(IL{N RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSI(AN:

Pasa-l I
Beberapa ketentuan daram peraturan Daerah Kabupatcn Tana Tora.ia Nomor 1

]ahun 2015 tentang Tata cara pencalorran, pemilihan, pelantika, danPemberhentian Kepara Lcmbang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana TorajaTal'run 2Ol5 Nomor Ol, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana TorqisNomor O7), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR J TAHUN 2015 TENTANG TATA CARAPENCA-LONAN, PEMII.,IHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LEMBANG.

Dalam Perahrran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Torqia.
2. nyelenggaraan urusan pemerintahan danat dalam sistem pemerintahan Negara

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggaraPemerintahan Daerah yang meinimii., p.r"t 
"roaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.4' Dewan perwakilan R"Ly1t Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalahlembaga perwakiJan. rarcyat daera,- i"rr*-*.n"oudukan sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.a 
ffiiffi 

adalah bagiar, wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin

Menetapkan

7. Camat adalah
Kecamatan.

pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah keqja
8 Lembang adalah nama lain dari

masyarakat hukum yang memiliki
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9. Kepala Lembang adalah pejabat Pemerintah Itmbang yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggaral<an rumah tangga

lembangnya dan melaksanekan tugas dari Pemerintah dan Pemerinteh

Daerah.

1O. Badan Permusyuwaratan J*mbang yang selanjutnya disingkat BPL adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk lembang berdasarkan keterwekilan

wilayah dan ditctapkan secara demokratis'

11. Pemerintah Lcmbang adalsh Kepala Lernbang dan Perangkat Lcmbang

sebagai unsur penyelengggra pemerintahan Lembang'

12. Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten adalah Panitia yang

dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan

Pemilihan KePala fumbang.

13. Panitia Pemilihan lGpala Lcmbang tingkat Lcrnbang adalah Panitia yang

dibentuk BPL unhrk melaksanakan pemilihan Kepala kmbang'

14. Perangkat Daerah adalah unsur pemba-ntu Bupati dan DPRD delem

menyelenggarakan urussn pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

15. Musyawarah Lembang musyawarah yang diselenggarakan oleh BPL khusus

untuk pemilihan Kepala kmbang altar waktu.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selar$utnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daeratr yang ditetapkan dcngan

peraturan daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lcmbang yang selanjutnya disingkat
APBL adalah rencena kerrangan tahunan pcmerintal.an lembang yang

ditetapkan dengan Peraturan lembang.

18. Hari adatah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Tana Torqja.

2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasaf 2 disisipkan 1 (eahr) ayat ya-lcri ayat (2a),

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala lembang dilaksonakan secara serentak.
(21 Pemilihan Kepala l.cmbalg secara serentak sebegeimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilaksanalan bergelombang pding banyak 3 (tiga) kati
dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(2a) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala
kmbalg secara bergelombang sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturirn Bupati.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepda kmbang dalam

penyelenggaraan pernilihan Kepala Lembang oerentak, Bupati menunjuk
penjabat Kepala kmbang.

(4) Penjabat Kepala Lembang s.rbagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal
dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
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3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Panitia Pemilihan kepala kmbang tingkat Kabupaten terdiri dari :

a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
b. para Asisten Sekretaris Daerah;
c. Staf AhIi Bupati Bidang Hukum dan Politik;
d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan lembang;
e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Satuen Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebalcaran;
g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
h. perangkat daerah temasuk perangkat daerah kecamatan dan bagian pada

Sekretariat Daerah yang terkait.
4. Ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 8 diuba-h, sehingga berbunyi 3s[qgai

berikut :

Pasal 8

Panitia Pemilihal kepala Lcmbang Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggara,kan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Lembang
terhadap panitia pemilihan kepala l.cmbang tingkat Lcmbang;

c. menetapkan jtr.mlah surat suara dan kotak suara;
d. menfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan pemilihan lainnya;
e' menyampaiker surat suara dan kotak suara dan perrengkapan pern ihan

lainnya kepada panitia pemilihal;
f' memfasilitasi penyelesaiaa permasalahan pemilihan kepala *mbang

tingkat kabupaten;
g' melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Lembang danmelaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; danh. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

5. Ketentual Pasal 9 diubah,.sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan hari dan tanggat peraksanaan pem,ihan
kepala lembang secara bergelombang dengan keputusan Bupati.6. Ketentuan huruf g pasal 12 dihapus, sehingga berb,nyi sebagai berikut:

pasal 12

Calon Kepala Lembang wajib memenuhi persyaratan :a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada T\rhan yang Maha Esa;c' memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melatsanakan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesah.ran RepublikIndonesia dan Bhineka T\rnggal Ika;
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d. berpendidikan paling rcndah tamat sekolah menegah pertama atau
sederajat;

e. berusia paling rcndah iS larm puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan mgnjadi kepala Lembang;

C. dihapus;
h. tidak sedang menjalani hulmman pidana penjara;
i. tidak pernah dijahrhi pidana penjara berdasarlcan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tctap kerena melalorkan tindalr
pidana yang diancern dengan pidana penjara paling sedikit 5 (Iima) tahun
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun eetelah eelesei menjalani pidana penjara
dan mengumumlcan secara jujur dan terbuka kepada publik batrwa yang
bersangkutan perneh dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunya.i kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat yang dibulrtilon dengan surat keterangan dari rumatr salcit
umurn daerah;

L tidak Pernah sebagai kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m. tidak pernah dikcnakan hukuman secara adat berdasarkan surat

Keterangan dad hakim adat pendamai setempat;
n. tidak menduduki jabatan sebagai l(etua/Anggota BpL dan panitia

pemilihan kepala I-mbang;
o. tidak terlibat langsung maupnn tidak langsrrng dengan penyakit sosial

masyarakat;
p. tidak terlibat peuyalagunaan Narkoba;
q. nrampu mengera_kkan masyarakat unhrk memelihara lingkungan;
r. calon kepala lembang yang terpilih hams berdomisili di wilayah l,e-mbang

yang bersangkutan selama menjabat kepala Lcmbang; dan
s. bagi Pegawai ncgeri eipil yang mencalonkan diri wajib melampirkan surat

izin deri Pejabat Pembina Kepegawaian (ppK).

7. Ketenhran Pasal 15 ditambahkan 1 (sat.r) ayat yakni ayat (3), sehingBa paaar
15 berbunyi sslqgqi berikut:

pasal 15
(l) Pegawai negeri sipil yang a}<an mencalonkan d.iri daram pem ihan kepala

Lcmbang hanrs mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina
kepegauraian.

(2) Dalarn hal pcgawai ,negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
terpilih dan ditetapkan menjadi kepala Lembang, yang bersangkutan
dibcbaskan aemcntara dari jabatannya selama menjadi kepala kmbang
tanpa kehilangen hak sebagai pegawai negeri sipil.

(3) Pegawai Negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lcmbang
sg[qgnirnnna dimaksud pada- ayat (2) bcrhak menerima ha*nya sebagai
pegawai negeri sipil, mendapatkan hrnjengen kepala kmbang dan
pendapa.tan lainnya yang sah yang bcrsumber dari APBL.
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Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

permohonan pencalonan 
, 
kepala fumbang, diajuftan aecara terhrlis kepada

panitia pemilihan kcpata tembang'"ingkat Irmbang dengan melampirkan:

a. warga negafa Republik Indonesia yang dibulcti dengan foto kopi ka:tu
tanda penduduk elektronik dan foto copy karEu keluerga terbaru;

b. surat pernyataan bertaqya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. surat pernyatssn memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan dan memelihara keuhrhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

d. foto kopi iiazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazatr
terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyatean
dari pejabat yang bersrenang;

e. foto kopi akte kclatriran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir
oleh pejabat berwenang;

f. srrrat pernyaraarr bersedia dicalonkan rnenjadi kepala t cmbang yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai culnrp;

g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijanrhi
pidana penjara berdasarkan keputusan pengartilcn yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana penjara paling
sedikit 5 (lima) tatrun atau lebih;

h. surat kcterangnn dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut
hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang tetah mempunyai
kekuatan hukun tetqF;

i. eurat keterangan bcrbadan sehat dari rumah sakit umrrm dacrah;j. pas foto berwama 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
k' surat keteranga, dari pemerintah Daerah da,, surat pcrnyataan dari yangbersangkutan bahwa tidak pernah menjad.i kepala Lembang eelama 3 (tiga)khli masa jabatan;
1' surat keterangan dari hakim adat pendamai tempat domisili bahwa tidakpernah dikenakan hukuman secara adat;
m,

n,

o. Surat Kcterangan Catatan Kepolisian ( SKCK);p' surat keterangan tidak terlibat Narkoba dari Badan Narkotika Nasional

L "*", 
pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan linglrungan;

inspektorat daerah bagi pegawai

s. lembang dan anggota Bpi;
ditetqpkan oleh Bupati dan surat

t. surat izin dari Bupati bagi pegawai iiffilffir,?::H;ffiHl
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u. surat pernyataan berseilia mengundurkan diri sementara dari jabatan bagi

pegawai negeri sipil apabila terpilih sebagai kepala lembang;

v. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi

calon kePala Lembang;

w. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;

x. naskah terttrlis Visi dan Misi;

y. daftar riwayat iridup ditengkapi dengan butcti pengalaman kerja dari yang

berwenang; dan

z. surat pcrnyataan untuk berdomisili tetap di lembang apabila terpilih
sebagai kepala lembang.

9. Ketentuan Pasal 3O diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
c terdiri atas kegiatan:

a. pelaksanaan pemungutan dan penghinrngan suara;

b. calon Kepala kmbang yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara satr ditetapkan sebagai calon Kcpala Lcmbang terprlih;

c. Dalam hal calon kepala L=mbang yang memperoleh srrara terbanSral<
lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah perolchan suara sah yang lebih luas;

(2) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih 1r"" sglagairllana dimaksud
pada ayat (1) ctiatur dengan Peraturan Bupati.

10. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan B (tiga) pasal yalni pasal 42A,
Pasal 42B dan Pasal 42C sehingga berbunyi sebagaj berikut:

Pasal 42A
(1) Kepala Lembang yang berhenti dan/ atau diberhentikan dengan sisa maea

jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat pegawai Negeri Sipil
dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepa.la Lembang sampai dengan
6llgtqpkan Kepala Lembang antar wa_ktu hasil musyawarah kmUang.

(2) Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setainmenjalankan tugas sebagai Kepala lrcmbang, juga melaks".rrk"r, a,-,ga"mempersiapkan dan memfasilitasi D€milihan kepala lembang antor walctu.(3) Musyawarah r'embang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakeanalanpaling tama 6 (enam) bulan sejek kepala kmbang diberhentikan.
g ditetapkan melalui musSra.warah
lantjkan sarnpai dengan habis sisa

berhenti dan/atarr yang diberhentikan.

Pasal 42B
(l) BPL membentuk panitia pemilihan kepala Lembang antar waktu.(2) Pembenhrkan panitia perrilihan ke

dimaksud pada ayat (l) ditetapkan bagaimana
BPL.
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(3) Panitia pemilihan kepala lembang antar wal,<hr terdiri atas perangl€t
L,embang dan unsur masyarakat.

(4) Panitia pemilihan kepala Lembang antar wakhr s6lqgqirrrena dimaksud
pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan
kemampuan anggaran pendapatan belanja lcmbang.

(5) Panitia pemilihan kepala kmbang antar waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (a) bertanggungjawab kepada pimpinan BpL.

Pasal 42C

(1) Panitia pemilihan sebagaimana d.irnaksud dalam pasal 428 ayat (3)
mel./akukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Lembang
antar waktu.

(2) Penyaringan bakal calc.rn kepeJa Lembang antar waktu menjadi calon
kepala lcmbang antar wa]<tu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang caron
dan paling banyak 3 (dga) orang calon.

(3) Dalam hal jurnfah calon sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) yang
memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia merakukan seleksi
tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahal Lrmbang;
b. tingkat pendidikan; dan/ atau
c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

(4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) oralg,
panitia pemilihan memperpanjarg waktu pendaftaran selama 7 (rujuh)
hari.

(5) Datam ha] ca-lon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)
orang setela-h perpanjangan waktu scbagaimana dirnaksud pada ayat (4),
mqka BPL mentrnda pelaksana.an rnusyawarah lcmbang selama 3 hari.

11. Ketentuan pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43

(1) Pemilihan kepala Lemba,g antar waktu dilaksanakan meralui tahapan:a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meriputi:a' pembentukan panitia pemilihan kepala Lembang antar *-aktu oleh BpLpaling lama dalam jangka waktu lS (lima belas) hari terhitung sejakkepala I*mbeng diberhentikan;
b. pengajuan biaya pemilih* 

1**"rr beban Anggaran pendapatan dan
pamtla pemilihan kepada penjabat kepala

am jangka qrakru 3O (tiga puluh) hari terhitung



-10-

c. pcmberian persctujuan biaya pemilihan oleh penjabat kcpal,a lcmbang
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diajukan oleh panitia pemilihan;

d. pengumuman dan, pendaftaran balal calon kepala Lcmbang oleh
panitia pemilihan dafam jangka wakru 15 (lima bclas) Hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakar calon oleh
panitia pemilihan dalam jangka wakhr 7 (tujuh) hari; dan

f' penetapan calon keparo Lcmbang antar walct. oleh pa.itia pcm ra'
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak g (tiSa) orang calon
yang dimintakan pcngesahan musyawarah Lcmbang untuk ditetapkan
sebagai calon yang berhak dipilih dafam musyawarah Lembang.

8' Dalam hel calon yang memenuhi persyaratan tetap kr.rrang dari 2 (dua)
orang setelah penundaan sebagaimana di,naksud dalam pasal 42c
ayat (5), maka calpn yang memenuhi pereyaratan tcrsebut rtirnintaftsl
pengesahan musyawarah Lembang sebagai calon tunggal yang berhak
dipilih secara musyawarah mufakat dalam muglawarah kmbang.

(3) Tahapan pelaksanaan sebegs.:mana dimaksud pada ayat (I) hunrf b
meliputi:

penyelenggaraan musyawarah Lcmbang dipimpin oleh Ketua BpL yang
tekrria pelakaanaan pernilihannya dilakukan oleh panitia pemUtr"n;
pengesahan calon kepala Lembang yang berhak d.ipilih oleh
musyawarah Lcmbarig melalui musyawarah mufakat atau melalui
pemungutrin suara;
pelaksanaan pemilihan calon kepala Lcmbang oleh panitia pemilihan
dan peserta mueya.warah kmbang melalui mekanisme muqrawarah
mufakat atau melalui pemungutan suar.a yang telah disepakati oleh
musyawarah kmbang;

a.

b

c

d' pelaporan hasil pemilihan calon kepara rembang oleh panitia pemilihan
kepada musyawarah Lembang; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Lcmbang.
(4) Peserta musyawarah l*mbang sebagaimaaa dimal.eud pacla ayat (o) hurufc melibatkan unsur masyarakat.
(5) Unsur masyarakat sebaga-imana d.irnaksud pada ayat (4) berasal dari:a. tokoh adat;

b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pcndidikan;
e. peruakilan ketompok tani;
f. perwakilan kelompok pcrajin;
S. perwakilan kelompok perempuan;
h. perwakilan kelompok p.ror.Lti dan perlindungan anak;i. perwakilan kelompok Easyarakat _i"tir, 

"t uj' ,nsur macyaralcat lai' 
""."J-i"rl* kondiei sosiar budayamasyaral(at seteEpat.

(6) Unsur masyararcat sebagaimana dirnaksud pada ayat (s) humf j diwakilipefing banyak S (lima) orang dari 
".tiap X.*p.rrrg.
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(7) Jumlah peserta musryawara-h Lembarrg sebagaimana dimakeud pada aya.t

(4) dan ayat (5) diiatras dan disepakati bersama BPL dan pemerintah
kmbang dengan memperhatikan jumtah penduduk yang mempunyai hak
pilih di kmbang yang ditetapkan dengan keputusan BPL.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pelaporan hasil pernilihan kepala Lembang melalui musyawaratr

kmbang kepada BPL dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
muqpawarah Lembang mengesahkan calon kepala l-mbang terpilih;

b. pel,aporan calon kepala lcmbang terpilih hasil musyawarah Lcmbang
oleh ketua BPL kepada Bupati pafing lama 7 (tt{iuh) hari setelatt
menerima Laporan dari panitia pemilihan;

c. penerbitan kepuhrsan Bupati tentang pengesahan peogangkatan cdon
kepala krnbang terpilih pding lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimarrya laporan dari BPL; dan

d. pelantikan kepala Irmbang oleh Bupati paling lama 30 (tigB pufuh) hari
sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala
Lcmbang terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan
kctentuan pcrahlran perundang-undangan.

(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepda Lembang antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat
dipersingkat dengan mempertimbangkan efrsiensi dan efelrtifrtae yang
pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

12. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu)
43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Pasd baru yakni Pasal

(l) BPL menyampailcan laporan calon kepala kmbang terpilih haeil
musyawarah I*mbang kepada Bupati.

(2) Bupati mengesahkan calon kepala l,embang terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dengan keputusan Bupati.

(3) Bupati wajib melantik calon kepala Lembang terpilih sesuai dengan
ketentuan perahrran pen:ndang-undangan.

13. Di antara ayat (r) dan ayat (2) paear s2 disisipkan 1 (sahr) ayat yalmi ayat (1a),
schingga Pasal 52 berbunyi sebegai berikut:

Pasal 52
(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundean pelaksanaan pemirihan Kepara

Lcmbang, Kcpafa lcmbang yang habis masa jabatannya tetap
diberhentikan dan sclanjutnya Bupati mcngangkat penjabat Kepala
kmbang;

(1a) Kebijakan pen,ndaan pemilihan kepara lembang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dite+apkan oleh menteri yang mryelenggarakan urursan
pemerintahan di bidang pemerintahan datam negeri.

(2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil ciari pemerintah Daerah.
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14. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah' sehingga berbunyi sebagai berilnrt:

Pasal 55

Pasal

Pemerintahan'
(2) Penjabat kePala trmbang seb

melaksanakan tugas' wewenang'

beruPa hrnjangan kePala kmb

Yang bersrrmber dari APBL'(3) [:si"T;r"ffid::'TffHffi:
iatur deng Peraturan BuPati '

ls.Ketenh.ranPasal55diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

(1) Biaya pemilihan kepala l-mbang dan tugas panitia pemifih

yang pelaks"t'*[ ditugaskan kepada Lcmberra dibc

APBD.

(2) Pemilihan kepala Lembang 'antar waku melatui musyawarah lrmbanl

an kabuPaten
banlcan Padc

dibebankan Pada APBL'

Toraja.

Diundangkan di Makale

DitetaPkan di Makale
tancgsl 71 lel 201 8

TANATORAJA,

*

EMUS BIRINGKANAE

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai bertaku Pada tanggal diundangkan'

4gar setiap orang mengetahuinya' l:*t+*hk* pengundangan

Daerah ini dengan p"t"i'p"'"tra dalam l-mbaran Daerah Kabupaten Tan

*

IOB

B

KAE}UPATEN TANA TORAJA,

l

pada

Plt. S

Met 201tan

LT DE BURA

LEMB KABUPATEN TANA TORfuIA TAHUN 2018 NOMOR02

NOREG PERATURAN DAERAH IGBUPATEN TANA TORAJA' PROVINSI SULAI

SELATAN: NOMOR B.HK'HAM'2'04 1' 18'


